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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1.Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
 
tidak dilambangkan 
 
tidak dilambangkan 
 ب 
 
ba 
 
b 
 
be 
 ت 
 
ta 
 
t 
 
te 
 ث 
 
s\a 
 
s\ 
 
es (dengan titik di atas) 
 ج 
 
jim j 
 
je 
 ح 
 
h}a 
 
h} 
 
ha (dengan titik di bawah) 
 خ 
 
kha 
 
kh 
 
ka dan ha 
 د 
 
dal 
 
d 
 
de 
 ذ 
 
z\al 
 
z\ 
 
zet (dengan titik di atas) 
 ر 
 
ra 
 
r 
 
er 
 ز 
 
zai 
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zet 
 س 
 
sin 
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es 
 ش 
 
syin 
 
sy 
 
es dan ye 
 ص 
 
s}ad 
 
s} 
 
es (dengan titik di bawah) 
 ض 
 
d}ad 
 
d} 
 
de (dengan titik di bawah) 
 ط 
 
t}a 
 
t} 
 
te (dengan titik di bawah) 
 ظ 
 
z}a 
 
z} 
 
zet (dengan titik di bawah) 
 ع 
 
‘ain 
 
‘ 
 
apostrof terbalik 
 غ 
 
gain 
 
g 
 
ge 
 ف 
 
fa 
 
f 
 
ef 
 ق 
 
qaf 
 
q 
 
qi 
 ك 
 
kaf 
 
k 
 
ka 
 ل 
 
lam 
 
l 
 
el 
 م 
 
mim 
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em 
 ن 
 
nun 
 
n 
 
en 
 و 
 
wau 
 
w 
 
we 
 ـه 
 
ha 
 
h 
 
ha 
 ء 
 
hamzah 
 
’ 
 
apostrof 
 ى 
 
ya 
 
y 
 
ye 
 
 
  x 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 
 Contoh: 
 ََْفيَك : kaifa 
 ََلْوَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 fath}ah 
 
a a َ ا 
 kasrah 
 
i i ِا 
 d}ammah 
 
u u َ ا 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ahَ dan 
ya>’ 
 
ai a dan i ََْىـ 
 
fath}ah dan wau 
 
au a dan u 
 
ََْوـ 
 
Nama 
 
Harakat dan 
Huruf 
 
Huruf dan  
Tanda 
 
Nama 
 
fath}ahَdan alif atau 
ya>’ 
 
َ ...َاََ ...َ|َى  
 
d}ammah dan wau 
 
َ ـو  
 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
 
kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 
ىـ 
 
  xi 
 Contoh: 
ََتاَم : ma>ta 
ىَمَر : rama> 
 ََلْيِق : qi>la 
 َتْو  َمي : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَر ََََلاَِلَافْط  : raud}ah al-at}fa>l 
ََاَةنْيِدَمْل َََةلِضَافَْلاَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ََْلاةَمْكِحَ  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( َّــَ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََ انَّبَر : rabbana> 
ََ انْي ََّجن : najjaina> 
َّقَحَْلاَ  : al-h}aqq 
َِّع نََم  : nu“ima 
 َو دَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َىِلَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َىبَرَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
  xii 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
ََّشَلا َسْم  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َةلَْزل َّزَلاَ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ََسَْلفَْلاَةفَ  : al-falsafah 
َ َدلابَْلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
َْ َأتََنْو  ر  م  : ta’muru>na 
ََّنَلاَْوَ ع  : al-nau‘ 
 َءْيَش : syai’un 
َ أ َتْرِم  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
  xiii 
9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 َنْيِدََِالله  di>nulla>h  ِابَِلل  billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َ هَْمََِْيفََِةَمْحَرََِالله     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
  xiv 
 
 
 
 
 
 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
NAMA : Irna Dwi Ramadhani 
NIM  : 10400113077 
JUDUL : Analisi Akad yang Terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit 
Perspektif Ulama  Kontemporer 
 
 Permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah analisis akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer, dengan 
sub permasalahan: 1) Bagaimana tinjauan umum tentang kartu kredit?, 2) Bagaimana 
pemikiran ulama kontemporer terhadap akad dalam penggunaan kartu kredit?, 3) 
Bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap hukum penggunaan kartu 
kredit?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum 
tentang kartu kredit, untuk mengetahui bagaimana pemikiran ulama kontemporer 
terhadap akad dalam penggunaan kartu kredit, dan untuk mengetahui bagaimana 
pandangan ulama kontemporer terhadap penggunaan kartu kredit sehingga dapat 
diketahui akad apa saja yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit dari 
pandangan  ulama kontemporer. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research 
karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang hukum 
Islam dan transaksi perbankan. Berhubung penelitian ini adalah penelitian pustaka, 
maka teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan 
menggunakan analisis isi terhadap literature yang representatif dan mempunyai 
relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu kredit merupakan fasilitas 
transaksi yang diterbitkan oleh pihak bank atau lainnya agar konsumen dapat 
memperoleh nominal uang, transfer ataupun digunakan untuk pelayanan tertentu, 
sehingga pemiliknya merasa lebih praktis dan aman namun, pembayarannya 
dilakukan secara berangsur dengan membayar sejumlah bunga (finance carge) pada 
waktu yang telah ditentukan atau secara utang. Sementara akad yang terkandung 
dalam penggunaan kartu kredit menurut fikih Islam yaitu Akad Qardh, Akad Kafalah 
dan Akad Ijarah, sedangkan menurut ulama kontemprer akad yang terkandung dalam 
penggunaan kartu kredit yaitu Akad Taukil, Akad Kafalah, Akad Qardh Hasan dan 
Akad Wakalah,  
Dengan implikasi, diantaranya: 1.) Implikasi terhadap proses penemuan 
hukum yang bersifat kontemporer, 2.) Implikasi terhadap cara pandang ulama 
kontemporer pada kasus-kasus baru yang belum ada di zaman Rasulullah saw.; 3.) 
Implikasi terhadap dunia perbankan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari 
agama Islam. Konsep Hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh 
Allah swt. Hukum tersebut  mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,  manusia 
dengan dirinya sendiri, manusia dengan  benda dan hubungan manusia dengan 
manusia lain dalam masyarakat. 
Pada hakekatnya Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. 
Dimana manusia bekerjasama dalam memenuhi hidupnya yang di dalam Islam  
dikenal dengan muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal, 
makanan, pakaian dan lain sebagainya, yang dalam ilmu sosial disebut sebagai 
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia membutuhkan pasar sebagai tempat 
terjadinya transaksi jual beli. Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-
beli adalah: “menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu 
dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 
merelakan.1 Ada banyak cara yang dilakukan pada saat  seseorang berbelanja, yang 
dulunya dikenal dengan adanya barter yakni penukaran barang dengan barang, setelah 
itu muncullah mata uang sehinggah terjadi penukaran uang dengan barang.   
Saat ini kemana-mana tidak perlu membawa uang cash. Seiring kemajuan 
teknologi kini masyarakat tidak susah lagi membawa nominal uang yang banyak 
namun telah dibekukan dalam bentuk yang lebih simple atau sering disebut kartu 
                                                             
1Irfan, Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 1. 
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kredit. Meskipun dalam kesehariannya masyarakat membeli  barang ada yang 
menggunakan uang cash namun banyak pula yang menggunakan kartu ini . 
 Kartu kredit dewasa ini bukan lagi sekedar gaya hidup, tetapi merupakan 
kebutuhan bagi masyarakat modern untuk menunjang semua aktivitas dalam 
kehidupannya sehari-hari. Semua kehidupan bisnis maupun pribadi, seperti belanja 
kebutuhan harian atau berlibur bersama keluarga dapat dipenuhi oleh kartu kredit. 
Kartu ini juga menjadi salah-satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan 
efisien. 
 Adapun yang dimaksud kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh 
pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli 
segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.2 
  Pengertian lainnya yang lebih rinci  dari  kartu  kredit  ini  adalah  uang  
plastik  yang diterbitkan  oleh  suatu  institusi  yang  memungkinkan pemegang  kartu  
untuk  memperoleh  kredit  atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya 
dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) 
atau sekaligus pada waktu yang telah  ditentukan.3 
Pada dasarnya, prinsip kartu kredit ini memberikan uang pinjaman kepada 
pemegang kartu untuk berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. 
Setiap kali seseorang berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang 
untuk membayar harga belanjaan. 
                                                             
 2Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 
2004), h.30. 
 3Gemala  Dewi, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 
208. 
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Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang 
dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang 
pinjaman itu bila segera dilunasi dan belum jatuh tempo, tidak atau belum lagi 
dikenakan bunga, yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal 
pembelian.4 
Di Negara-negara maju contohnya Amerika Serikat penggunaan kartu 
kredit sudah merupakan hal yang biasa dan umum digunakan dalam melakukan 
berbagai jenis transaksi dalam kehidupan mereka, seperti berbelanja, membayar 
tagihan, bahkan untuk memberikan sumbangan. Di Negara tersebut penggunaan uang 
cash sudah relatif sangat berkurang sehingga penggunaan kartu kredit sebagai salah-
satu alat pembayaran sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pengganti uang 
yang menurut sebagaian besar dari mereka tidak efisien dan tidak aman untuk 
dibawa.  
Di Indonesia pun seperti itu, saat ini bisnis kartu kredit mengalami 
perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat 21 
perusahaan penerbit kartu kredit dengan rincian 18 bank dan 3 lembaga keuangan 
bukan bank. Jumlah kartu kredit yang beredar saat ini berjumlah 5,5 juta kartu dengan 
total transaksi Rp.10-14 triliun pertahun, sebanyak 80 persen pengguna kartu kredit 
tersebut adalah muslim.5 Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat sebagaian besar 
saat ini sangatlah cepat, sehingga masyarakat modern tidak bisa lepas dari manfaat 
                                                             
4Irfan, Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab, h. 136-137 
 
5Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management ”Conventional and Sharia 
System’.Edisi 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h. 1361 
4 
 
 
 
yang diberikan oleh kartu kredit tersebut. Namun sebagai negara yang dominan 
berpenduduk masyarakat muslim tentunya umat muslim di Indonesia tidak boleh 
begitu saja menggunakan kartu kredit begitu saja, tetapi  harus sesuai dengan syariat 
Islam. 
Penerbitan  kartu kredit  dalam transaksi umumnya mengandung beberapa  
komitmen  yang  berbau  riba,  karena    pada  intinya  komitmen  tersebut 
mengharuskan  pemegang  kartu  untuk  membayar  denda-denda  finansial  yang 
berbau  riba  jika  terlambat  dalam  membayar  tagihannya, atau  jika  card  holder 
tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh 
pihak  issuer  pada  saat  pembuatan atau pengajuan  kartu  kredit. Secara bahasa riba 
berarti tambahan (ziyadah) dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang 
disyaratkan dalam transaksi dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar 
menukar antara harta.6 Hal ini sesuai dengan  firman  Allah  dalam  QS. An-
Nisa/4:161 
                                 
        
Terjemahnya: 
“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih.”7. 
Ayat yang diturunkan pada periode Madina ini, memberikan pelajaran 
kepada kita semua mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar 
                                                             
6Irfan, Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab,  h.1 
 7Kementrian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: PT.Karya Toha Putra 
Semarang, 2002), h.136. 
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larangan Allah yaitu berupa riba kemudian diberi siksaan  yang pedih akibat 
perbuatannya. 
Penerbitan kartu kredit tentunya sudah dipertimbangkan maslahat dan 
mudharatnya, bahkan dalam aktifitas perbankan syariah pun mengeluarkan jenis-jenis 
resiko yang bisa saja terjadi dalam proses perbankan. Salah-satunya yaitu resiko 
kredit.  
Transaksi  dengan  kartu  kredit  merupakan  cara  yang  relatif  baru  dalam 
bermuamalah, sehingga agak susah untuk menentukan jenis akad yang tepat kalau 
dilihat  dari  pendapat  ulama  terdahulu.  Semua  pendapat  diatas  tidak  memiliki 
pedoman  yang  benar-benar  tepat  dengan  jenis-jenis  akad  yang  telah  ditetapkan 
oleh para fuqaha terdahulu. 
Sedangkan para  ulama  fiqh kontemporer berbeda pandangan dalam 
membahas pengaruh akad dari komitmen-komitmen tersebut  terhadap  boleh  
tidaknya  transaksi  menggunakan  kartu kartu  kredit  ini di kalangan umat muslim di 
dunia. Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai akad dalam transaksi jual beli 
menggunakan kartu kredit yang ada pada zaman ini, mengingat agama Islam selalu 
mengutamakan kemaslahatn dari segala yang hendak dilakukan. Oleh sebab itu 
peneliti menarik mengkaji masalah ini dan akan meneliti analisiss akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah dari penelitian ini 
adalah bagaimana hukum penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer. 
Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan: 
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1. Bagaimana tinjauan umum tentang kartu kredit? 
2. Apa saja akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit menurut fikih 
Islam? 
3. Bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap akad dalam penggunaan 
kartu kredit ? 
C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam 
membaca serta mengikuti pembahasan di atas, maka penulis perlu menjelaskan 
beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Hukum Penggunaan Kartu 
Kredit Perspektif Ulama Kontemporer”. 
  Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut : 
1. Analisis 
Analisi merupakan kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna 
meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan 
laboratorium, kata analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium 
untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam 
perkembangannya penggunaan kata analisis mendapat sorotan dari kalangan 
akademisis, terutama kalangan ahli bahasa, hal ini dikarenakan kata analisiss 
merupakan kata serapan dari bahasa asing (Inggris) yaitu analisys. Dari akhiran-isys 
bila diserap kedalam bahasa Indonesia  menjadi isis. Jadi susah seharusnya bagi kita 
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untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang 
baik dan benar demi ketatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.8 
Adapun kata analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni, 
menganalisa atau kegiatan mengkaji ataupun meneliti suatu pendapat untuk 
mengetahui akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit menurut ulama 
kontemporer. 
2. Akad 
Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, 
talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, 
wakalah dan gadai. 
Secara khusus akad brarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad 
adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.9 
3. Kartu Kredit 
Kartu adalah Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang 
mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.10 
                                                             
8Analisiss, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisiss.(Diakses 14 juni 2017). 
9Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad dalam Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah, h. 32-33. 
 10Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fikih (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.2.  
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Dalam kamus hukum, definisi kredit adalah nilai barang yang telah 
disepakati pembayarannya oleh pembeli secara tangguh pada waktu yang telah 
ditentukan oleh penjual. Defenisi ini mencakup semua jenis dan bentuk kredit yang 
telah ada dan kredit yang mungkin ada, tanpa mengenyampingkan pelaksanaannya.11 
Adapun pengertian kartu kredit adalah kartu yang terbuat dari kertas keras, 
atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus 
kepada pemegangnya, apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk 
memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman.12 
4. Ulama Kontemporer 
Ulama adalah  orang yang dapat dijadikan pedoman  atau boleh juga 
dikatakan  orang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama Islam sebagai pemimpin 
atau pendakwa agama yang bertugas membantu umat muslim memecahkan masalah 
sehari-hari maupun masalah agama. 
Defenisi lain dari ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang 
bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam 
masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi 
keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab 
adalah ilmuan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke 
dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu 
agama Islam. 
                                                             
 11Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fikih, h.23.  
 12Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fikih, h.2  
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Pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki 
ilmu“. Dari pengertian harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah: 
1.  Orang yang menguasai agama Islam. 
2.  Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (kaaffah) 
sebagaimana terangkum dalam al-Quran dan as-Sunnah 
3.  Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkan-Nya.13 
Kontemporer adalah dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Sejarah 
Islam kontemporer, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan Islam pada masa 
lampau dari waktu ke waktu yang dimulai dari masa Rasulullah. Menurut bahasa 
(etimologi), Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
saw. Pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang14.  
Menurut istilah (terminilogi), Islam kontemporer adalah gagasan untuk 
mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual 
maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru 
kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa  lampau hingga 
sekarang.15 
Sedangkan ulama kontemporer adalah ulama fikih dunia di masa kini, 
ulama yang dimaksud  oleh  peneliti dalam  karya ini, diantaranya: Dr. Abdul Sattar 
Abu Ghaidah, Dr. Wahbah al-Zuhaili, Prof. Dr. Nazih Himmad, Prof. Dr. Mustafa al-
Zarqa. 
                                                             
13Ushul Fikih, Pengertian Sumber-Sumber Hukum Islam, Wikipedia, “ulama”, 
https://id.wikipedia.org/wiki/ulama (Diakses (1 Mei 2017)  
 14Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006). h. 
202. 
15Abdul Sani, Perkembangan Modern dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, t.th), h.35. 
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D. Kajian Pustaka 
Karya, Bambang Rianto Rusman, yang berjudul “Manajemen Resiko 
Perbankan Syariah di Indonesia” dalam bukunya membahas  bahwa  perbankan 
syariah juga mewajibkan pihak perbankan untuk menerapakan manajemen resiko 
dalam program kerja, di antaranya yaitu resiko kredit. “resiko kredit adalah resiko 
akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank 
sesuai dengan perjanjian yang disepakati”16. Dalam buku ini yang menjadi masalah 
pokok adalah masalah-masalah yang bisa saja terjadi dalam program kerja perbankan 
syariah salah-satunya ketika nasabah mengambil kredit. Sedangkan pada penelitian 
ini masalah yang akan dibahas mengenai analisiss akad yang terkandung dalam 
penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer. 
 Karya, Sri Nurhayati-Wasilah Yang berjudul “Akuntansi Syariah di 
Indonesia” membahas tentang pengertian syariah card (kartu kredit syariah) “Syariah 
card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum 
(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip 
syariah.”17. Dalam buku ini pembahasan kartu kredit hanya pada pengertian kartu 
kredit syariah saja, Sedangkan penelitian ini fokus pada analisiss akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer. 
                                                             
 16Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: 
Salemba Empat, 2013), h. 36. 
 17Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Cet.3; Jakarta: Salemba Empat, 
2014), h. 272. 
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Karya Muhammad Muslehuddin yang berjudul “Sistem Perbankan dalam 
Islam”. Karya ini hanya membahas tentang pengertian kredit,alat kredit sebagai 
media pertukaran beserta fungsinya. Buku ini tidak membahas tentang hukum kartu 
kredit melainkan terfokus pada pembahasan masalah kredit saja dalam kehidupan 
bermasyarakat. Sedangkan pada penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah 
analisiss akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama 
kontemporer.  
Karya Irfan dengan judul “Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab”. 
Dalaqm karya ini membahas tentang pengertian jual-beli, cara transaksi kredit, 
pengertian kartu kredit dan manfaat kartu kredit saja. Sedangkan penelitian ini fokus 
kepada analisiss akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif 
ulama kontemporer. 
Karya, Sutarno yang berjudul “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada 
Bank” membahas tentang contoh-contoh riil bagaiman membuat perjanjian kredit dan 
bagaimana melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan kredit macet. 
Sedangkan penelitian ini fokus pada analisiss akad yang terkandung dalam 
penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer.  
 Karya Ilmiah yang membahas tentang kartu kredit adalah jurnal  yang 
ditulis oleh Dewi Sukma Kristiantidengan judul “Kartu kredit syariah dan perilaku 
konsumtif masyarakat” dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok 
adalah bagaimana kartu kredit syariah sebagai pembiyayaan konsumen dan 
bagaimana dampak penggunaan kartu kredit syariah terhadap masyarakat muslim di 
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Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus pada masalah analisiss akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer. 
Karya Ilmiah lain yang membahas tentang kartu kredit adalah jurnal  yang 
ditulis oleh Azharsyah Ibrahim dengan judul “Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: 
Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya ”membahas tentang analisis terhadap 
persyaratan awal kartu kredit, yaitu: 
a. Persyaratan berbau riba. Umumnya  dalam  transaksi  penerbitan  kartu-kartu  
kredit  mengandung beberapa  komitmen  yang  berbau  riba  karena    pada  
intinya  komitmen  tersebut mengharuskan  pemegang  kartu  untuk  membayar  
denda-denda  finansial  yang berbau  riba  jika  terlambat  dalam  membayar  
tagihannya  atau  jika  card  holders tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang  
telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh pihak  issuer  pada  saat  
pembuatan/pengajuan  kartu  kredit. 
b. Persentase  yang  dipotong  dari  transaksi  pembelanjaan  oleh  issuer  dari 
merchant. Seperti  diketahui  bersama  bahwa  pihak  yang  mengeluarkan  kartu  
kredit (issuer)  mengambil  persentase  tertentu  dari  jumlah  pembayaran  yang  
dilakukan oleh pemegang kartu (card holders) pada saat melakukan transaksi 
pembelanjaan. 
c. Denda keterlambatan dan bunga riba. Issuer  biasanya  menetapkan  beberapa  
bentuk  denda  finansial  akibat dari keterlambatan  pembayaran  oleh  card  
holders.18 
                                                             
18Azharsyah Ibrahim,Kartu Kredit  Dalam Hukum Syariah Kajian Terhadap Akad dan 
Persyaratannya, Jurnal Al-Mu’ashirah.vol, no.1(2010): h. 95(Diakses 24 oktober 2016).  
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Dalam tulisan ini membahas tentang  kartu kredit diantaranya pengertian 
serta menganalisiss masalah-masalah dalam hukum Islam yang menyangkut 
persyaratan dalam penggunaan kartu kredit. Sedangkan penelitian ini fokus pada 
analisiss akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama 
kontemporer. 
Dari semua penelitian diatas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada 
satupun peneliti yang membahas secara khusus tentang hukum penggunaan kartu 
kredit perspektif ulama kontemporer. Hal inilah yang salah satunya membedakan 
penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. 
E. Metode Penelitian  
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode 
penelitian merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah 
satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di 
samping itu metode bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.19 Adapun 
dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian yang akan peneliti gunakan 
adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 
sosial dan masalah manusia.20 Jadi penelitian kualitatif ini guna menjawab fenomena 
bayi kembar siam. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis penelitian yang peneliti 
                                                             
 19Anton Bakker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10. 
20Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Penadamedia Group, 2011), h. 33. 
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gunakan adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 
penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang cocok, 
yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih 
menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-
Quran dan Hadis. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi tafsir, teologi, fiqh, 
tasawuf dan filsafat.21 
3. Sumber Data 
Sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara yaitu buku-buku mengenai fiqih Islam. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang proses pengumpulan datanya 
melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data melalui buku-buku adalah: a. kutipan langsung, yaitu mengutip 
pendapat atau tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubahnya; b. kutipan tidak 
langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah susunan 
redaksi kata yang sesuai menurut peneliti. 
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam menganalisis materi dari data yang dituliskan, penulis menggunakan 
beberapa metode, yaitu: 
                                                             
21Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 12. 
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a. Metode Deduktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahan 
mengenai akad pada penggunaan kartu kredit, lalu dianalisis untuk mencari 
kesimpulan khusus. 
b. Metode Induktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahan 
mengenai akad pada penggunaan kartu kredit, lalu dianalisis untuk mencari 
kesimpulan umum. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tentang kartu kredit. 
b. Untuk mengetahui akad apa saja yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit 
menurut tinjauan fikih Islam. 
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit. 
2.  Kegunaan  
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritas penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa pada khususnya umat 
muslim, yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap akad dalam 
penggunaan kartu kredit sebelum hendak meggunakannya dalam transaksi 
kehidupan sehari-hari  
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b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah kejelasan akad yang terkandung dalam penggunaan kartu 
kredit menurut ulama kontemporer. ` 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT 
A. Pengertian  dan sejarah Kartu Kredit 
Pengertian Kartu Kredit 
Kartu kredit didasari dengan kata kredit, oleh sebab itu dalam karya ini 
penulis akan membahas terlebih dahulu tentang defenisi kredit, fungsi kredit dan 
yang mencakup prosesnya ketika masyarakat bersosialisai dalam kehidupan sehari-
hari. Kredit/Credit berasal dari bahasa Romawi Credue yang mempunyai arti 
”percaya” diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara 
angsuran. Meskipun demikian Purwodarminto memberi arti kredit sebagai 
menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.1 
Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya 
adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada 
nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai 
”...kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi 
dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan 
membayarnya kelak”.2 
Dari sisi yuridis, khusus dari hukum perbankan istilah kredit sebagai istilah 
tehnis perbankan mengandung pengertian sebagai berikut: ”kredit adalah 
penyelesaian uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, 
                                                             
1Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 
Jakarta, 1985), h. 396. 
2Stefanus Yuwono Tedjosaputro, “Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 
dalam Transaksi Perdagangan” Tesis Universitas diponegoro,Semarang,2007, h.31. 
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga”.3 
Dalam undang-undang Federal Amerika Serikat menjelaskan arti kredit 
tersebut dalam credit truth in lending act (103) (e) “Kredit adalah pemberian 
pinjaman oleh seseorang kepada orang lain di mana pembayarannya dilakukan pada 
masa mendatang”.4 
Kredit merupakan, suatu perkataan yang diambil dari bahasa Latin Credo, 
berarti saya percaya, dengan kata lain: kepercayaan pada kemampuan seseorang 
untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi, 
adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar uang” atau 
sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Ia mengacu pada “upaya 
seseorang untuk menggunakan barang dagangan seseorang, dengan janji akan 
membayarnya kembali setelah barang dagangan itu laku. Kredit bank juga 
menggunakan sistem kepercayaan kepada seseorang untuk menggunakan dana bank 
sebagai modal dan deposito, seperti halnya dengan kredit dari sumber lain. Sumber 
dana yang didapatkan pihak bank sangat besar dan bermacam-macam. Bank dapat 
meminjam dari pihak bank lain yang mempunyai hubungan dengannya, seperti bank 
sentral, biro pemerintahan, dan lewat pasar modal yang mengadakan penjualan dan 
pembelian. 
                                                             
3A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (t.t. : Pradnya Paramita: 
1991), h. 279. 
4Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fiqh, h. 3. 
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Karena masyarakat luas menaruh kepercayaan terhadap fungsi bank, janji 
mereka untuk membayar telah di investasikan dengan kuantitas uang. Masyarakat 
memanfaatkan janji untuk melakukan pembelian dan akan membayar utang. Apabila 
pihak bank memberikan pinjaman, mereka melakukan atas dasar perjanjian untuk 
mengembalikannya dan pihak bank menggunakan barang tanggungan peminjam 
sebagai harta kekayaan bank dan dengan cara inilah pihak bank menarik keuntungan. 
Pinjaman yang demikian dibayar tanpa menggunakan uang tunai, tetapi hanya 
berdasarkan perjanjian untuk membayar, atau menciptakan deposito berjangka bagi 
pihak peminjam terhadap apa yang hendak diambil.5 
Defenisi lain dari kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda 
antara pembayaran dalam bentuk tunai bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal 
dengan istilah: bai’ bit taqshid atau bai’ bits-tsaman ‘ajil. Gambaran umumnya 
adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga 
yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan. 
Namun sebagai syarat harus dipenuhi ketentuan berikut : 
1. Harga harus disepakati diawal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan 
kemudian. Misalnya: harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila 
dibayar dalam tempo 5 tahun. 
2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya 
mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku. 
3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran 
dibatasi sehingga terhindar dari praktek bai’ gharar (penipuan). Untuk lebih 
                                                             
5Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 
2004),  h. 32-33. 
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jelasnya agar bisa dibedakan antara sistem kredit yang dibolehkan dan yang 
tidak.6 
Pada prinsipnya, cara  pembayaran  kartu kredit ada dua,  yaitu pembayaran 
penuh  (full  payment)  dan  tidak  penuh  (minimum  payment).  Sistem  pembayaran 
kartu  kredit  dewasa  ini  memakai  sistem  yang  kedua  yaitu  minimum  payment. 
Untuk  kartu kredit  yang menggunakan sistem  full payment  biasa dikenal dengan 
charge card.  Charge  card  mewajibkan pembayaran dilakukan secara penuh tiap 
bulan  atau sebelum jatuh tempo.  Sedangkan  credit card  membolehkan pemegang 
kartu  untuk  menunda  pembayaran  penuh  dan  hanya  wajib  melunasi  sejumlah 
pembayaran minimum dengan konsekuensi akan dikenakan biaya tambahan.7 
Adapun alat kredit yang digunakan pihak bank bisa secara lisan maupun 
lewat buku perjanjian utang. Kredit yang dilakukan secara lisan merupakan 
pemberian pinjaman berdasarkan kesepakatan lisan bahwa pinjaman akan melakukan 
pembayaran kembali di kemudian hari. Kredit melalui buku merupakan pemberian 
kredit yang dicatat dalam buku utang debitur. Sistem ini disebut juga kredit pada 
rekening. Dalam buku kredit juga tercantum bukti pemberian kredit. Alat kredit 
utama adalah nota janji, cek dan rekening pertukaran. 
 Fungsi utama kredit adalah memberikan kemungkinan kepada seseorang 
pengusaha untuk memulai suatu usaha besar-besaran (skala besar). Kredit digunakan 
untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan debitur untuk tampil 
sebagai pengusaha yang lebih bonafide. Kredit memungkinkan dimulainya produksi 
sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi 
                                                             
6Irfan, Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab, h.134.  
7Wikipedia, “Credit Card”, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Credit_Card(Diakses (1 Mei 2017) 
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kepada konsumen. Seperti yang kita maklumi, kredit digunakan sebagai uang dan 
media pertukaran. Kredit memberikan kemudahan untuk meningkatkan kemajuan 
usaha dan kegiatan produksi yang membutuhkan modal tambahan. Kredit juga 
merupakan penyambung nyawa bagi perusahaan dan perdagangan, dan tanpa fasilitas 
kredit, mereka mungkin akan bangkrut atau gulung tikar.8 
Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah Credit Card, 
merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing 
mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan 
serta berbeda pula pengertiannya secara harfiahnya.9  
Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas 
tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai 
keperluan.10Atau kata “kartu” menurut tata bahasa adalah potongan kertas kecil atau 
dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas 
itu. Sedangkan pengertian dari kata al-I’timaniyyah secara etimologi adalah saling 
percaya atau kondisi aman.11 
Mengenai pengertian kartu kredit ini masih belum ada kesepakatan dari 
para ahli, oleh karena itu dikemukakan beberapa pendapat mengenai kartu kredit 
yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan praktisi sebagai berikut:  
                                                             
8Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, h.36-37. 
9Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994), h. 35. 
10Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, h. 
395. 
11Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fiqih, h. 2. 
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a. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling muktahir setelah cek dan 
giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran 
standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic 
stripepada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapatnama dan 
nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tangal masa berlaku 
kartu tersebut. Nomor pemegang akrtu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik 
untuk setiap bank dan pemegang kartu.12 
b. Kartu Kredit adalah alat pembayaran penganti uang tunai atau cek.13 
c. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat 
digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah 
ditentukan.14 
d. Kartu Kredit adalah Kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan 
dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak 
terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan 
pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, 
seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. 
Selanjutnya membebankan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk 
melunasi harga barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak 
untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu 
                                                             
12Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dangan Undang-
Undang  ..Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
13Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, (Yogyakarta: 
UGM, 1996), h.2. 
14Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, h. 36. 
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kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, 
dengan dan sebagainya.15 
e. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas 
penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada 
suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu 
membayar secara langsung.16 
f. Kartu Kredit adalah kartu khusus yang diakui sebagai alat pembayaran pengganti 
uang tunai ditempat-tempat tertentu (disebut Merchant) bahkan dapat digunakan 
untuk mengambil uang tunai dengan batasantertentu pada bank penerbit (issuer 
bank), yang biasa disebut dengan cash advance.17 
g. Kartu Kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebagai 
penerbit (issuer) kepada pemegang kartu kredit (card holder) sehingga pemegang 
kartu tersebut bisa mengunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang 
terdaftar dapat menerima kartu kredit tersebut (merchant).18 
Sedangkan pengertian dari kartu kredit (credit card) dalam bahasa arab 
disebut bithaqah I’timan. Secara bahasa kata bithaqah (kartu) digunakan untuk 
potongan kertas kecil atau dari bahan lain yang di atasnya ditulis penjelasan yang 
berkaitan dengan potongan kertas itu, sementara kata i’timan secara bahasa artinya 
semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjaman dan 
                                                             
15Munir Fuady, Hukum Pembiayaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 218-219. 
16Thomas Suyanto, Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri, Edisi 1,(Jakarta: 
Intermedia, 1988), h. 88. 
17Stefanus Yuwono Tedjosaputro, “Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 
dalam Transaksi Perdagangan” Tesis Universitas Diponegoro,Semarang,2007, h.34. 
18Alidamar Dinau, Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul, (Bandung: Mandar Maju, 
1989), h. 26. 
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sikap amanahnya serta kejujurannya . Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam 
bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. 
Secara terminologi ,kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak 
bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala 
keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kartu kredit 
pada hakekatnya merupakan salah satu instrument dalam sistem pembayaran sebagai 
sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran 
kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.19 
Kartu kredit juga bagian dari suatu sistem pembayaran kartu plastik yang 
dikeluarkan kepada para pengguna sistem kartu tersebut. Kartu tersebut lalu 
memberikan hak kepada pemegangnya (card holder) untuk membeli barang dan jasa 
yang didasari pada janji si pemegang kartu untuk membayar barang dan jasa tersebut 
pada waktu yang telah ditentukan.20 
Adapun syarat-syarat tertentu dalam kartu kredit: 
1) Suku bunga setiap transaksi yang menggunakan kartu berkisar antara 1% 
sampai 2,5% dari harga barang. 
2) Harus membayar iuran atas keterlambatan pembayaran tagihan. 
3) Membayar iuran atas pembelian barang lebih dari jumlah yang disepakati. 
4) Bila pinjaman tanpa batas maksimal, maka harus membayar 10% setiap 
penarikannya yang berjumlah 5.000 Riyal, kemudian dilipat gandakan sesuai 
jumlah pinjaman. 
                                                             
19Azharsyah Ibrahim, Kartu Kredit  Dalam Hukum Syariah Kajian Terhadap Akad Dan 
Persyaratannya, Jurnal Al-Mu’ashirah.Vol, No.1(2010): h. 91(Diakses 24 Oktober 2016)  
20Azharsyah Ibrahim, Kartu Kredit  Dalam Hukum Syariah Kajian Terhadap Akad Dan 
Persyaratannya, Jurnal Al-Mu’ashirah.: h.91-92(Diakses 24 Oktober 2016). 
25 
 
5) Beban pembayaran biaya penukaran mata uang asing. 
6) Beban pembayaran atas proses transaksi penggunaan kartu, terhitung sejak 
waktu transaksi.21 
Sejarah Kartu Kredit 
Pada tahun 1946, mulailah diperkenalkan kepada masyarakat sebuah sistem 
pembayaran kredit yang diprakarsai oleh institusi perbankan. Sistem ini dikenal 
dengan nama “Charge-It” dan diperkenalkan oleh seorang bankir bernama John 
Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn yang bertujuan untuk memudahkan 
konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko-toko atau 
merchant-merchant haruslah menyerahkan slip bukti transaksi dimana nanti bank 
baru akan menagih kepada nasabahnya yang menggunakan fasilitas “Charge-It” ini. 
Dengan begitu nasabah harus memiliki rekening atau dana di bank tersebut. 
Perkembangan berikutnya yaitu yang disebut dengan Diners Club Card. 
Bermula di tahun 1949 secara tidak sengaja ketika seorang pengusaha bernama Frank 
McNamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran 
ternama. Pada saat tagihan datang dirinya baru menyadari bahwa dompetnya 
tertinggal. Dari sini Frank McNamara memulai debut untuknya mencari solusi 
pengganti uang tunai atau dompet yang mungkin juga sering kali dialami oleh 
konsumen-konsumen restoran lainnya. Tahun 1950, Frank McNamara bersama 
rekannya, Ralph Schneider, kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan 
sebuah kartu yang unik. Inilah cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. 
Semuanya bermula dari Diners Club yang saat itu adalah jenis kartu “Charge Card”. 
                                                             
21Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fiqh, h. 128. 
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Charge Cardyang berarti kartu tunda sehingga dalam hal ini konsumen dapat 
menunda pembayaran pada saat bertransaksi, tetapi pada bulan berikutnya konsumen 
harus membayar penuh Charge Card pada mulanya terbuat dari bahan baku kertas, 
namun sejak tahun 1951 ketika banyak masyarakat Amerika yang mulai 
menggunakannya, maka digunakan plastik sebagai bahan bakunya, seperti bentuk 
sekarang ini. Pada tahun 1954, American Express mengeluarkan kartu kreditnya yang 
disebut AMEX. Kemudian disusul oleh Bank of America mengeluarkan kartu 
kreditnya yaitu VISA. Selanjutnya pada tahun 1970-an, pemerintah Amerika 
mengeluarkan regulasi kebijakan mengenai aturan dan penggunaan kartu kredit. 
Sejak saat itu, perushaan kartu kredit berkembang pesat hingga ke seluruh dunia.22 
B. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Kartu Kredit 
1. Tujuan Penggunaan Kartu Kredit 
Ada beberapa tujuan masyarakat menggunakan kartu kredit diantaranya 
yaitu untuk mendapatkan uang kontan barang jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya 
secara kredit, diantaranya: 
a. Alat bukti atau jaminan kepada seseorang atau lembaga, untuk memungkinkan 
pemiliknya mendapatkan kredit/pinjaman, baik sama atau lebih tinggi dari limit 
yang diperbolehkan untuk dipakai untuk pembelian barang dan jasa oleh orang 
yang membawanya, baik secara individu maupun lembaga. Mendapatkan sejumlah 
dana kredit, atau tulisan/naskah cek; 
b. Penarikan uang secara tunai atau surat perintah tunai atau cek tur/ekonomi; 
c. Transfer dari satu rekening yang lain,atau rekening lain yang muaqqat; 
                                                             
22Fitri Rahayu A., Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesi, Jurnal Manajemen.vol, No 1 
(2011), h. 6-7  (Diakses 1 Mei 2017). 
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d. Transfer dari rekening kredit, atau rekening kredit yag muaqqat kepada rekening 
kartu kredit yang tampak kelemahan dan pelunasannya, atau dari rekening 
kredit/pinjaman lain semuanya atau sebagainya untuk menjaga keseimbangan 
pinjaman. 
e. Untuk menjual barang, atau bayar jasa atau lainnya yang memiliki nilai keuangan; 
f. Untuk mendapatkan informasi apa pun yang memiliki hubungan dengan rekening-
rekening kredit, atau kredit muaqqat.23 
2. Manfaat Penggunaan Kartu Kredit 
Jika Anda merupakan pembelanja bijak yang senantiasa cermat dalam 
mengendalikan pembelanjaan, anda dapat memetik berbagai keuntungan yang 
ditawarkan kartu kredit sehingga anda lebih mudah ketika berbelanja, Rasulullah 
bersabda: 
 ُنْب ُدَّمَُمُ َناَّسَغ ُوَبأ اَن َث َّدَح ،ٍشاَّيَع ُنْب ُّيِلَع اَن َث َّدَح ِنَِث َّدَح :َلَاق ،ٍف َِرطُم
 َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ :اَمُه ْ نَع َُّللَّا َيِضَر َِّللَّا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ،ِرِدَكْنُ
لما ُنْب ُدَّمَُمُ
 :َلَاق ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص« ،َىَتَْشا اَذِإَو ،َعَبَ اَذِإ ااحَْسَ الًُجَر َُّللَّا َمِحَر
 َضَت ْقا اَذِإَوى 
Artinya: 
 
“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan 
kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
                                                             
23Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit 
dalam Perspektif Fiqh, h.18-19. 
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merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan 
juga orang yang meminta haknya".24 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan kartu kredit yang tepat 
dan keuntungan spesifik apa saja yang ditawarkan di antaranya yaitu poin-poin 
dibawah ini: 
a. Praktis dan Nyaman   
Kartu kredit memberikan sejumlah kepraktisan dan kemudahan kepada 
Anda sebagai pemegangnya karena Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam 
jumlah banyak di dalam dompet atau tas saat bepergian, dan Anda pun tidak harus 
repot-repot mencari mesin ATM untuk menarik uang tunai dengan menggunakan 
kartu ATM atau kartu debit ketika uang yang Anda bawa tidak cukup untuk 
melakukan transaksi pembelian yang Anda inginkan. Jadi selain bisa menghemat 
waktu dan tenaga, Anda juga mendapatkan keuntungan lain yaitu pengalaman 
berbelanja yang lebih mudah dan nyaman. 
b. Menawarkan Berbagai Manfaat Tambahan 
Perusahaan atau bank penerbit kartu kredit kerap kali menawarkan 
berbagai program yang tersedia untuk berbagai keperluan dan bagi berbagai 
kalangan. Bagi Anda yang sering bepergian dengan menggunakan pesawat dan selalu 
atau sering membeli tiketnya dengan kartu kredit, biasanya pihak penerbit kartu 
kredit menawarkan poin khusus atau sering dikenal dengan istilah frequent flier miles 
atau travel points yang nantinya dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan tiket 
pesawat terbang gratis. Selain itu, kartu kredit juga menawarkan bentuk manfaat 
tambahan lainnya seperti uang tunai atau cashback, diskon pembelian berbagai 
                                                             
24Abu> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin Isma>‘i>l, al-Bukha>riy, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-
S{ah{i<h{ al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>lilla>h S}allalla>hu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi<< 
wa Ayya>mihi<, Juz. III (Cet. I; t.tp.: Da>r Tauq al-Naja>h, 1422 H), h. 57. 
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kebutuhan, gratis iuran tahunan, poin khusus, dan banyak lainnya. Program insentif 
yang ditawarkan penerbit kartu kredit ini didasarkan pada jumlah pembelian yang 
Anda lakukan, semakin banyak pembelian semakin banyak pula manfaat yang dapat 
Anda petik. 
Banyak perusahaan penerbit kartu  kredit juga menawarkan bunga yang 
rendah untuk kartu kredit yang baru diajukan dan disetujui dalam periode tertentu, 
misalnya satu tahun pertama. Penawaran ini memungkinkan Anda untuk 
memindahkan saldo tagihan kartu kredit lama Anda dari ke kartu kredit yang 
bunganya lebih rendah tersebut, atau yang sering disebut sebagai transfer balance.25 
c. Relatif Lebih Aman 
Meski tidak terbebas dari risiko dicuri dan disalahgunakan, tidak seperti 
uang tunai yang apabila dicuri atau hilang dapat langsung digunakan oleh siapapun, 
kartu kredit relatif lebih aman. Jika kartu kredit Anda dicuri atau hilang dan Anda 
segera melaporkan kehilangan tersebut ke pihak penerbit kartu kredit tersebut, maka 
kartu kredit Anda yang hilang tersebut bisa langsung diblokir sehingga siapapun tidak 
akan dapat menggunakan kartu kredit yang hilang itu dan Anda pun terlindung dari 
penyalahgunaan kartu kredit tersebut. 
d. Membantu dalam Keadaan Darurat  
Siapapun pasti tidak ingin mengalami musibah atau keadaan darurat yang 
merugikan atau tidak menyenangkan. Namun kadang keadaan darurat seperti ini tidak 
dapat Anda hindari. Kartu kredit bisa menjadi alat yang membantu Anda dalam 
                                                             
25Keuntungan Utama Memiliki Kartu Kredit. https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-
utama-memiliki-kartu-kredit, (8 Mei 2017). 
  
  
30 
 
melakukan pembayaran untuk berbagai macam kondisi darurat apabila kebetulan 
uang tunai sulit diperoleh dengan cepat atau tidak tersedia. Agar kartu kredit Anda 
dapat memberikan keuntungan seperti ini, tentu saja Anda harus memastikan bahwa 
limit kartu kredit Anda yang tersedia selalu mencukupi sehingga dapat dipergunakan 
dalam segala situasi darurat.26 
e. Mempermudah Mengatur Anggaran Keuangan 
Kartu kredit menawarkan cara pembayaran tagihan secara penuh atau 
dengan cara mencicil. Fasilitas ini mempermudah Anda dalam merencanakan 
anggaran keuangan Anda maupun keluarga Anda, terutama jika Anda bermaksud 
melakukan pembelian dalam jumlah besar, yang cara pembayarannya dapat Anda atur 
sesuai dengan rencana anggaran dan kemampuan Anda. 
Selain itu, kartu kredit juga menawarkan fasilitas pembayaran berbagai 
macam tagihan melalui satu pintu, seperti telepon, air, listrik, dan televisi kabel. 
Dengan menggunakan fasilitas pembayaran semua tagihan ini melalui kartu kredit, 
Anda dapat terhindar dari kelupaan atau keterlambatan membayar karena akan 
ditagihkan bersamaan dengan tagihan kartu kredit Anda setiap bulan sehingga 
anggaran keuangan per bulan Anda pun lebih jelas. 
f. Menawarkan Fleksibilitas dalam Melakukan Pembelian 
Berbagai toko yang menjual barang maupun jasa dan juga pusat 
perbelanjaan seringkali mengadakan program penawaran atau promo khusus atau 
memberikan diskon dalam waktu yang terbatas. Kartu kredit memberi pemegangnya 
                                                             
26Keuntungan Utama Memiliki Kartu Kredit. https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-
utama-memiliki-kartu-kredit, (8 Mei 2017). 
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lebih banyak fleksibilitas dalam melakukan pembelanjaan apabila saat itu Anda 
kebetulan tidak memegang uang sementara Anda benar-benar membutuhkan barang 
atau jasa yang ditawarkan tersebut. Anda tetap dapat memanfaatkan penawaran 
khusus atau diskon yang diberikan tersebut melalui pembayaran dengan kartu kredit, 
tentunya dengan terlebih dahulu memperhitungkan kemampuan Anda dalam 
membayar tagihannya di kemudian hari. 
Selain itu ada penerbit kartu kredit yang bekerjasama dengan peritel atau 
merek besar tertentu untuk memberikan poin atau potongan harga, yang tentunya juga 
dapat Anda manfaatkan apabila memang benar-benar membutuhkannya.27 
g. Pengeluaran Lebih Terlacak 
Sebagai pengguna kartu kredit, Anda selalu mendapatkan catatan transaksi 
dalam lembar tagihan Anda setiap bulannya yang berisi semua transaksi yang Anda 
lakukan dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Dengan demikian, pengeluaran 
Anda setiap bulan lebih bisa dilacak karena sudah tercatat setiap bulan dalam lembar 
tagihan yang rutin Anda terima. 
h. Mempermudah Transaksi Online 
Saat ini berbelanja secara online sudah terbilang hal yang lazim dilakukan 
dan toko-toko online pun sudah begitu banyak dan begitu mudah dijumpai, yang 
menawarkan berbagai macam kebutuhan untuk berbagai macam kalangan dari segala 
usia, laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pembayaran transaksi online 
ini, selain transfer tunai dan debit, kartu kredit juga dapat digunakan untuk 
mempermudah dan mempercepat proses berbelanja di dunia maya sebab hampir 
                                                             
27Keuntungan Utama Memiliki Kartu Kredit. https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-
utama-memiliki-kartu-kredit, (8 Mei 2017). 
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semua situs belanja online saat ini menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran. 
Tentunya pastikan terlebih dahulu situs tempat Anda hendak berbelanja online 
merupakan situs belanja online yang jelas, bereputasi baik, dan dapat dipercaya.28 
i. Dapat Digunakan di Seluruh Dunia 
Sebagian besar kartu kredit diterima dan dapat digunakan di berbagai toko 
atau penjual di seluruh dunia yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan 
menggunakan kartu kredit. Daripada membawa uang tunai dalam jumlah besar 
dengan risiko hilang atau dicuri, lebih  baik membawa kartu kredit sebagai salah satu 
alternatif alat bertransaksi di luar negeri. Anda pun tidak perlu repot menukar uang ke 
mata uang negara tujuan Anda dalam jumlah besar. Jadi bagi Anda yang memiliki 
pekerjaan yang menuntut Anda sering bepergian ke luar negeri atau Anda hobi 
berwisata keliling dunia, maka kartu kredit bisa menjadi benda penting yang cukup 
menguntungkan. 
Pertama, masalah keamanan. Dengan adanya kartu kredit seseorang tidak 
perlu membawa uang tunai/cash kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu kredit 
dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Seseorang tidak 
perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian, atau kehilangan uang tunainya. 
Bahkan bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit kartu itu 
dan dalam hitungan detik kartu tersebut akan diblokir. 
Kedua, masalah kepraktisan. Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah 
yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit seseorang bisa membawa 
uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu. Ketiga, masalah akses. Beberapa 
                                                             
28Keuntungan Utama Memiliki Kartu Kredit. https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-
utama-memiliki-kartu-kredit, (8 Mei 2017). 
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toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit. 
Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran dengan 
kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim 
wessel pos.29 
Sebagai salah satu alat atau sarana pembayaran, kartu kredit relative 
mempunyai manfaat tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Manfaat 
lebih menggunakan kartu kredit dapat diperoleh untuk dua pihak sekaligus, yaitu: 
1. Manfaat bagi para pemegang kartu kredit:  
a. membeli barang atau jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai 
atau cek. 
b. menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu. 
c. berbagai ragam pembelian dengan jangka waktu 1 (satu) bulan baru dilunasi. 
2. Manfaat bagi penerima kartu kredit: 
a. Kredit dapat diberikan tanpa kemungkinan resiko macet mengingat bank sebagai 
sebagai penjaminnya. 
b. Lebih aman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. 
c. Orang biasanya senang berbelanja dengan mempergunakan kartu kredit.30 
C. Pihak yang Terkait dalam Penggunaan Kartu Kredit 
Transaksi yang digunakan dalam menggunakan kartu kredit melibatkan 
beberapa pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain 
                                                             
29Irfan, Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab, h.1 
30Fitri Rahayu A, Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesi, Jurnal Manajemen.Vol, No 
1(2011). h. 28-29(Diakses 1 Mei 2017) 
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terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang 
terlibat ini pada akhirnya akan membentuk satu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. 
1. Bank atau perusahaan pembiyaan baik sebagai penerbit dan pengelola kartu 
(mushdir al-bithaqah/issuer).  
Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu harus terlebih dahulu 
memperoleh izin dari depertemen keuangan, dan pada Bank, maka harus mengikuti 
ketentuan Bank Indonesia. 
Bank yang mengeluarkan kartu kredit merupakan pihak yang harus didahului 
membayar kepada merchant, atas semua baiaya akibat penggunaan kartu kredit oleh 
pemegang kartu. Setelah jatuh tempo, pihak bank baru menagih kepada pemegang 
kartu dengan mengirimkan tagihan penggunaan kartu kredit atau Billing Statement. 
Dalam Mekanisme transaksi pembelian barang atau jasa maupun pengambilan uang 
tunai, dengan mengunakan kartu kredit dikenal suatu bagian yang ada pada bank, 
yaitu bagian otorisasi. Istilah otorisasi itu sendiri berarti mekanisme pemberian 
persetujuan bank untuk setiap transaksi kartu yang nilainya melampaui floor limit 
yang ditetapkan bank kepada merchant. Bagian otorisasi ini merupakan alat kontrol 
dari mekanisme transaksi yang menentukan disetujui atau tidaknya semua transaksi. 
Mengingat bagian otorisasi harus melayani permintaan otorisasi dari semua transaksi 
di dalam maupun di luar negeri, maka bagian otorisasi harus bekerja 24 jam secara 
terus menerus.31 
                                                             
31Stefanus Yuwono Tedjosaputro, Skripsi yang Berjudul Penggunaan Kartu Kredit Sebagai 
Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan. h.108-109. 
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Pada dasarnya ada tiga hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan 
pamakaian kartu kredit, yaitu pertama antara bank/perusahaan dengan pemegang 
kartu, kedua antara bank/perusahaan dengan merchant, yang ketiga adalah perjanjian 
antara pemegang kartu dengan merchant. Dengan demikian para pihak terikat dengan 
perjanjian yang mereka buat tersebut. 
2. Penjual (tajir qabil al-bithaqah/merchant) 
Yaitu pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan 
menggunakan kartu tersebut. Sebagai tempat belanja. Seperti hotel, supermarket, 
restaurant, dan tempat-tempat lainnyadimana bank mengikat perjanjian. 
Penggunaan istilah merchantdiberikan kepada tempattempat dimana kartu 
kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. 
Merchantadalah pihakpihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari 
pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan 
tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat 
dapat menjadi merchantdari kartu kredit. Untuk dapat menjadi merchantbagi salah 
satu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh:  
a) Permohonan dari perusahaan kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai merchant. 
b) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang 
bersangkutan,agar tempatnya bersedia menjadi merchant.32 
Untuk memperlancar para merchantdalam melayani transaksi dengan kredit, 
maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada merchanttentang 
                                                             
32Stefanus Yuwono Tedjosaputro,Skripsi Yang Berjudul Penggunaan Kartu Kredit Sebagai 
Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan. h.110. 
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mekanisme pelayanan transaksinya. Disamping itu kepada merchantdiberikan alat-
alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu: 
a) Alat printer untuk mencetak huruf-huruf timbul yang ada pada kartu kredit pada 
lembar bukti transaksi.  
b) Sale draft, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana merchant mencatat 
transaksi, dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank.  
c) Daftar hitam (Black Listatau Cancellation Buletin), yang memuat nomor kartu 
kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui 
setiap 7 hari.  
d) Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel di meja kasir atau 
pintu.  
Seperti halnya card holder, terhadap setiap merchant ditentukan pula batas 
atau biasanya disebut ”Floor Limit”. Maksud floor limitadalah batas jumlah harga 
pembelian yang bisa dilayani langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak bank.33 
3. Pemegang kartu (hamil al-bithaqah/card holder) 
Yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak 
menggunakan untuk berbagai keperluan transaksi. Card Holderatau card member 
diartikan Pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan yang berhak 
menggunakan kartu pada merchant/ pedagang. Card Holder adalah orang yang 
memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan 
harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak perbedaan 
secara prinsip dengan surat berharga lain, yang dapat dipindahkan sesuai dengan 
                                                             
33Stefanus Yuwono Tedjosaputro, “Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 
dalam Transaksi Perdagangan” Tesis Universitas diponegoro, Semarang, 2007, h.110-111. 
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klausula yang terkandung dalam surat tersebut. Seorang yang memeperoleh kartu 
kredit disebut pemegang kartu kredit, tetapi bukan pemilik kartu kredit.34 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi 
pemegang kartu kredit, yaitu: 
a. Penghasilan yang jumlahnya cukup dan dengan disesuaikan  dengan fasilitas 
melalui kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini dapat dilihat melalui 
slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening bank, dan lain-lain. 
b. Kontinuitas penghasilan. Penghasilan yang tinggi tidak menjaminkeberlanjutan 
dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya 
kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup lebih 
dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu kredit untuk 
melunasi kewajibannya. 
c. Niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi kewajibannya. 
Salah satu cara untuk melihat niat baikdari calon pemegang kartu kredit yang 
bersangkutan termasuk ke dalam daftar hitam milik bank, bank sentral atau 
lembaga keuangan lain. Seseorang yang namanya tercantum ke dalam daftar hitam 
biasanya dianggap kurang dapat dipercaya di dalam daftar memenuhi kewajiban 
keuangannya.35 
                                                             
34Stefanus Yuwono Tedjosaputro, “Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 
dalam Transaksi Perdagangan” Tesis Universitas diponegoro, Semarang,2007, h.109. 
35Subagyo.Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran, h.57. 
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4. Pengelola (acquirer), yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu 
untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu, 
melakukan pembayaran kepada pihak merchant.36 
D.  Jenis Jenis Kartu Kredit  
Pada dasarnya kartu kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, 
yaitu pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.37 
Kedua kelompok kartu kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:   
1. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya  
Ditinjau dari kriteria fungsinya, maka kartu kredit dibedakan menjadi 5 
(lima) macam, yaitu Credit Card, Charge Card, Debit Card, Cash Carddan dan Check 
Guarantee Card.Kelima macam kartu kredit diuraikan satu demi satu sebagai berikut:  
a). Credit Card  
Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran transaksi jual beli barang/jasa.Pembayaran oleh pemegang kartu 
keapda penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum 
tertentu. Apabila pemayaran dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan 
tersebut dihitung dari saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan 
mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok 
pinjaman bulan berikutnya.  
 
                                                             
36Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 
h.380. 
37Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1998), h. 271. 
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b). Charge Card  
Adalah jenis Kartu Kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran 
transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang Kartu harus membayar seluruh tagihan 
secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban 
biaya tambahan. Oleh karena itu, Kartu Kredit ini disebut juga Kartu Pembayaran 
penuh pada tanggal jatuh tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika 
tidak dibayar penuh, Pemegang Kartu akan dibebani denda (charge). 
c). Debit Card  
Adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan Credit Carddan Charge 
Card. Kartu Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan Kartu Debet 
yang terbuat dari plastik. Debit Card adalah alat pembayaran yang digunakan pada 
transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, 
melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsungsaldo rekening 
simpanan Pemegang Kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) 
rekening Penjual pada Bank Penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.38 
d). Cash Card  
Adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan Credit Carddan 
Charge Card. Kartu Cash Card sebenarnya bukan Kartu Kredit, melainkan kartu 
tunai yang terbuat dari palstik. Cash Card adalah kartu yang digunakan oleh 
Pemegang Kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui Kasir Bank 
maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BankTertentu yang tersebar di 
tempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkentoran. Walaupun 
                                                             
38Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, h.273-275.  
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melalui perjanjian kerja sama dengan 1 (satu) Bank tertentu, Pemegang Kartu 
dapat pula menggunakan Cash Cardpada Bank lain. 
e). Check Guarantee Card  
Adalah jenis kartu yang juga bukan Kartu Kredit, melainkan Kartu 
Jaminan yang terbuat dari palstik. Kartu Check Guarantee Card dapat digunakan 
sebagai jaminan cek untuk menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh 
Pemegang Kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Jadi fungsi kartu ini untuk 
menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh Pemegang Kartu. 
Dalamperkembangannya, kartu ini dapat pula digunakan sebagai Check 
Encashment Carduntuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang Bank 
penerbit. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai Cash Carduntuk menarik 
uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 
2. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayahnya  
Ditinjau dari kriteria wilayah berlakunya, maka Kartu Kredit dibedakan 
menjadi 2 macam, yaitu Kartu Kredit Nasional dan Kartu Kredit Internasional. Kedua 
macam Kartu Kredit tersebut satu demi satu berikut ini.39 
a) Kartu Kredit Nasional  
Adalah jenis Kartu Kredit yagn hanya berlaku dan digunakan sebagai alat 
pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja. Contoh: Citibank Makro Card, 
hanya berlaku di Makro Indonesia.  
b) Kartu Kredit Internasional  
Adalah jenis Kartu Kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat 
pembayaran internasional atau mancanegara. Kartu Kredit Internasional yang paling 
                                                             
39Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, h. 273-275.  
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terkenal adalah Visa Carddan Master Card. Kartu ini paling banyak digunakan dan 
memiliki jaringan kerja antar benua. Kedua Kartu Kredit tersebut masing-masing 
telah dikuasai oleh Pemegang Kartu yang tersebar di kota-kota seluruhdunia dan 
dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Visa Carddimiliki 
perusahaan kartu Visa Internasional, jaringan kerja dan penggunaannya didasarkan 
pada lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise. Master Carddimiliki 
oleh perusahaan Master Card Internasional dan jaringan kerjanya didasarkan pada 
lisensi dari Master Card Internasional.40 
 
                                                             
40Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, h.273-275. 
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BAB III 
AKAD YANG TERKANDUNG DALAM PENGGUNAAN KARTU 
KREDIT MENURUT FIKIH ISLAM 
A.  Pengertian Akad 
Setelah pada pembahasan sebelumnya didiskusikan mengenai bagaimana 
tinjauan umum tentang kartu kredit, maka berikut ini pembahasan mengenai 
bagaimana pemikiran ulama kontemporer terhadap akad dalam penggunaan kartu 
kredit. Namunm sebelumnya terlebih dahulu perlu penulis kemukakan apa yang 
dimaksud dengan akad. 
Islam sebagai agama yang  universal memberikan aturan yang cukup jelas 
dalam akad untuk dapat di implementasikan dalam setiap masa. Begitupun dalam 
menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). 
Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang 
banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai 
Allah dan harus ditegakkan isinya. Allah berfirman QS. Al-Maidah/5:1. 
                             
                    
Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.”.1 
                                                             
 1Kementrian Agama R.I, Al-Quran dan terjemahannya (Semarang: PT.Karya Toha Putra 
Semarang, 2002), h. 158. 
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Dalam ayat ini ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa aqad (pejanjian) 
mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh 
manusia dalam pergaulan sesamanya. 
Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian atau 
persetujuan. kata ini juga bias diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan 
antara orang yang berakad. 
Dalam kitab fiqih sunnah kata akad diartikan dengan hubungan dan 
kesepakatan. Menurut para ulama fikih, kata akad didefenisikan sebagai hubungan 
antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya 
pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan 
bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan 
diri yang khusus. Akad ini diwujudkan; Pertama, dalam ijab dan Kabul. Kedua:, 
sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga: adanya kehendak hukumpada objek 
perikatan. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi 
dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. 
Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, 
talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah 
dan gadai. 
Secara khusus akad brarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu. 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad 
adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.2 
B. Rukun Akad   
Di dalam suatu akad terdapat rukun akad yaitu sesuatu yang harus ada 
dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab. Oleh karena itu kehadiran suatu akad 
mutlak adanya. Adapun rukun akad sebagai berikut; 
a. ‘Akid adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu 
orang, terkadang terdiri dari beberapa orang . 
b. Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual 
dalam akad jual-beli, dalam akad kafalah, hibah (pemberian), gadai, utang yang 
dijamin seseorang dalam akad kafalah. 
c. Maudhu’ al-aqid yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad 
maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokok 
yang memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. 
Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang kepada pemberi kepada yang 
diberi untuk dimiliki tanpa pengganti (’iwadh). Tujuan pokok ijarah yaitu 
memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. 
d. Shigat al-‘aqd ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari 
salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 
akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula 
yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul dalam pengalaman 
                                                             
2Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad dala Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah, (Makassar: 
Alauddin University Press,2014), h. 32-33. 
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dewasa ini ialah bertukaran dengan sesuatu yang lain sehingga penjual dan 
pembeli tidak membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang 
berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan 
pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.3 
C. Tujuan Akad 
Bila diperhatikan tujuan atau maksud dari berbagai akad yang terjadi antara 
dua orang atau lebih, maka dapat dibagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam, 
diantaranya; 
Pertama, akad yang bertujuan mencari keuntungan sehingga setiap orang 
yang menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya 
sedang berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang dia jalin, demikian juga 
dengan dirinya. Oleh karena itu, pada akad ini biasanya terjadi susuatu proses yang 
disebut dengan tawar menawar sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau 
terkejut bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil 
memperoleh keuntungan dari akad yang telah mereka jalin. Contoh nyata dari akad 
macam ini ialah akad jual beli, sewa menyewa, syarikat dagang, penggarapan tanah 
(musaqaah) dan lain-lain. 
Kedua, akad yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan 
dan jasa baik atau uluran tangan kepada orang lain. Sehingga biasanya yang menjalin 
akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit 
oleh suatu masalah, yang mengakibatkannya membutuhkan kepada uluran tangan 
saudaranya. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada 
orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk 
                                                             
3Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat  (Cet. I; Jakarta: Krncana Perdana, 2010), h. 52. 
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keuntungan dari bantuan yang ia berikan. Contoh nyata dari akad macam ini ialah 
akad utang-piutang, penitipan, peminjaman, sedekah, hadiah, pernikahan dan lain-
lain. 
Ketiga, akad yang dapat diperlakukan dengan tujuan di atas, yaitu dapat 
sebagai akad yang bertujuan menolong dan dapat diperlakukan sebagai akad yang 
bertujuan mencari keuntungan. Di antara akad jenis ini ialah akad syarikah iqalah 
(membatalkan suatu akad), dan akad at-tauliyah (menjual barang dengan harga beli).4  
D. Akad yang Terkandung dalam Kartu Kredit Menurut Tinjauan Fikih Islam 
Dr.Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul harta haram muamalat 
kontemporer menyebutkan dalam tinjauan fiqh Islam kartu kredit merupakan 
gabungan dari tiga akad diantaranya yaitu: qardh (utang), kafalah (jaminan) dan  
ijarah (jasa). 
1) Akad Qardh Pada Kartu Kredit 
Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan 
salah-satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang 
kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima 
kartu tersebut atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM 
yang menerima kartu.5 
Dalam tinjauan fikih akad kartu kredit juga merupakan qardh (kredit). 
Qardh dalam terminologi fikih berarti. “menyerahkan barang/uang kepada seseorang 
                                                             
4Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad dala Islam, Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah, h. 50-53. 
5Abdul Wahab Abu Sulaiman, al Bitaqhat al Bankiyyah, (t.t.:t.tp.t.th), h.136. 
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untuk digunakannya kemudian orangtersebut menyerahkan ganti yang sama dengan 
barang yang telah digunakannya”.6 
Aplikasi qardh dalam kartu kredit, yaitu: bank memberikan sejumlah uang 
kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank membayarnya terlebih dahulu 
kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh 
tempo, bank menagih utang tersebut dari nasabah.7 
Hukum akad qardh pada sistem penggunaan kartu kredit terdiri dari tidak 
jenis diantaranya yaitu iuran keanggotaan (Membership Fee), Bunga pembayaran 
angsuran dan denda keterlambatan (penalty). 
a) Iuran Keanggotaan (Membership Fee)  
Dewan Syariah Nasional menfatwakan boleh pihak bank menarik iuran 
keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah 
melakukan penarikan uang tunai dengan syarat biaya yag dibebankan oleh bank 
hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun (taklufah 
fi’liyyah).8 
Sebelum dewan syariah nasional, majma al-fiqh Al Islami pada tahun 1986 
dalam muktamar ke-III telah menfatwakan bolehnya mengambil imbalan atau jasa 
fasilitas yang diberikan oleh kreditur, dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi. 
Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu, bahwa jika 
seseorang berucap kepada orang lain, “Carikan aku pinjaman seratus dinar dan jika 
engkau mendapatkannya, akan aku berikan untukmu sepuluh dinar”. Hal ini 
                                                             
6Al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwatiyyah, Jilid XXXIII, (t.t.:t.tp.t.th), h.111. 
7Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Cet.1; Bogor: PT.Berkat Mulia 
Insani, 2012), h.474.  
8Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.474 
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dibolehkan karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut 
mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya maka uang sepuluh dinar tersebut 
sebagai imbalan jasa usahanya. 
Aplikasi dalam kartu kredit, bahwa pihak yang memberikan kredit juga 
mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar 
iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu Visa atau Master Card. Dalam hal ini Bank 
penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikit pun dari biaya administrasi, 
karena laba ini termasuk riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari 
akad qardh.9 Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/1:275. 
AYAT: 
                         
                                  
                                
             
Terjemahnya: 
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.”10 
 
Kaidah fikih menyatakan: 
                                                             
9Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.474-475. 
10Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahnya, , (Cet I; Jakarta Timur: 
bumi Aksara,2002), h. 84. 
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 َّرَج ٍضَْرق ُّلُك ً ابِر َوَُهف ًَةَعْفنَم 
Terjemahnya:  
“Setiap  pinjaman memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah 
riba”.11 
Laba dari administrasi yang dihukum dari riba dapat diketahui dengan cara 
penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik. Misalnya: 
Bank A membebani pemegang kartu biaya adminstrasi penarikan sebanyak 
Rp.20.000+2,5% dari jumlah dana yang ditarik. Maka 2,5% dari jumlah dana yang 
ditarik adalah riba. Karena andai biaya itu murni administrasi tentu tidak dikaitkan 
dengan jumlah dana yang ditarik. Akan tetapi biayanya tetap. 
b) Bunga Pembayaran Angsuran 
Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam 
masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasan tidak melewati 
masa tangguh. Jiga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu, 
biasanya berkisar antara 10-30% dari saldo kredit yang telah digunakan dengan 
tingkat bunga tertentu, biasanya: 1,59%, 1,75%, atau 1,95% per bulan dari jumlah 
kredit. 
Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang 
diharamkan yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran 
pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah, “Tambah tempo waktu 
pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang”. 
 
 
                                                             
11Al Mawardi,Al Hawi, jilid V (Sihnun: Al mudawwanah Al kubra), h.356. 
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c). Denda Keterlambatan 
Pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo 
tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam 
jumlah tertentu, biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan+bunga 
angsuran. Misalnya: 
A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah 
digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus membayar setiap bulannya : 30% dari 
saldo=10 jt+1,95%= 195.000 (bunga angsuran) + 2,5%=250.000 (denda 
keterlambatan). Total yang harus dilunasi perbulan menjadi = Rp. 10.345.000. 
Hukum denda keterlambatan ini adalah riba, sekalipun dana tersebut 
seluruhnya diakui sebagai dana sosial. Sebagaimana telah dijelaskan pada 
pembahasan jual-beli kredit.12 
2) Akad Kafalah Pada Kartu Kredit 
Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung 
(makfuul ‘anhu). Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan 
kepada merchant (pedagang) untuk memnuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu 
atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit kartu menarik 
imbalan (fee) dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya.13 Imbalan 
atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya: 
                                                             
12Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.475-476. 
13Abdul Karim As Samail, Umulat Mashrafiyyah (t.t.:t.tp.t.th), h.590.  
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a. Fatwa NO: 11/DSN-MUI/2000 tentang KAFALAH, yang berbunyi, “ketentuan 
umum kafalah: dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
sepanjang tidak memberatkan”. 
b. Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang, “SYARIAH CARD, yang berbunyi, 
“Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah; Kafalah; dalam hal ini penerbit 
kartu adalah penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua 
kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan 
merchant ,dan/penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. 
Dengan demikian, menurut DSN – MUI ada tiga akad yang digunakan dalam 
transaksi kartu kredit yaitu: kafalah, qardh dan ijarah.14 
Lebih lanjut, pihak DSN-MUI menyebutkan bahwa para ulama 
membolehkan system dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil Al-
Qur’an, sunnah dan ijma’ yang didasari pada firman Allah SWT dalam 
QS.Yusuf/12:72. 
                    
Terjemahnya: 
…dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 
 
 Kata “za’im” di penghujung ayat tersebut menurut ibnu abbas adalah 
“kafil”sebagaimana sabda Nabi SAW :…”az-Za’im Gharim” artinya: orang yang 
menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut).15 
                                                             
14Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Ewan Syari’ah Nasional No: 
54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, (2006). 
15Azharsyah Ibrahim,Kartu Kredit  Dalam Hukum Syariah Kajian Terhadap Akad dan 
Persyaratannya, Jurnal Al-Mu’ashirah. h. 92 (Diakses 24 oktober 2016).  
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Para ahli fikih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima 
imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. 
Ibnu Qudamah (wafat: 620 H) berkata, “jika seseorang berkata kepada 
orang lain: jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, 
akad ini tidak dibolehkan”.16 
Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil 
keputusan muktamar Majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) yang diadakan di 
Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor: 12(12/2), yang berbunyi: 
 
 ِذَْخأ ِزاَوَج ََمدَع ُءاََهُقفلا َر ََّرق َْدقَو ُناَسْحِلإاو ُقَافْرِلإا ُدَصُْقي ٍع َُّرَبت ُدْقَع َيِه ََةلَافَك
ْلا ََّنأ
 ُهِبُْشي ِناَم َّضلا ََغلْبَم ِلْيِفَكْلا ِءَاَدأ َِةلاَح ِْيف ُهََّنِلِ َِةلَافَكْلا َىلَع ِضَوِعْلا َّرَج ْيِذَّلا َضَْرقْلا
اًعْرَش ٌعُْونْمَم َكَِلذَو ِضِرْقَمْلا َىلَع ًاعَْفن 
Artinya: 
“Akad kafalah adalah akad tabarru’(cuma-cuma), dimaksudkan untuk 
kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh 
ujrah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan 
kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang 
mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman. Dan ini dilarang oleh 
syarat”.17 
Adapun dalil-dalil yang mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Para 
ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dalil berikut: 
a) Ijma’(konsensus para ulama) 
Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak 
dibolehkan. Ijma’ ini dinukil oleh beberapab ulama, diantaranya: Ibnu Munzir (wafat 
th. 319 H) dalam bukunya “Al Isyraf, ia berkata: 
                                                             
16Ibnu qudama, Al mugni, Juz VI, (t.t.:t.tp.t.th), h.441. 
17Qararat taushiyat Al Majma “alfiqh al Islami”, (t.t.:t.tp.t.th), h. 25. 
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 ُّلَِحت لا ُلْيِمَحْلا ُُهذُْخَأي ٍلْعُِجب ََةلاَمَحْلا ََّنأ َىلَع ِْملِعْلا ِلَْهأ ْنِم ُهْنَع َُظفَْحن ْنَم ُّلُك َعَمَْجأ 
 ُزْوَُجتَلاَو 
Artinnya: 
 
“Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari 
akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan”.18 
Al Hattab (ulama mazhab Maliki,wafat th. 954 H) berkata: 
 ٍْلعُِجب ٍناَمَض ِعْنَم ِْيف ََفلِخَلاَو 
Artinya: 
“Akad kafalah dengan persyaratan ujrah (fee) disepakati oleh para ulama 
hukumnya tidak bolehkan”.19 
b) Dalam fiqh islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja), 
sedangkan akad kafalah hanyalah pernyataan kesediaan kafil untuk menanggung 
hutang makful ‘anhu.20 
Para ulama sepakat haram hukumnya pencantuman persyaratan riba dalam 
akad qardh (kredit). Tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah pencantuman 
persyaratan riba merusak keabsahan akad qardh atau tidak. Pendapat pertama: para 
ulama mazhab Maliki dan Syafi’I berpendapat bahwa aqad qardh menjadi batal dan 
jika uang pinjaman sudah diambil wajib dikembalikan saat persyaratn riba dibuat dan 
uang sama sekali tidak boleh digunakan. 
Ibnu Syas (ulama mazhab Maliki, wafat th. 616H) berkata, “Disyaratkan 
untuk keabsaan akad qardh , tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, 
jika dibuat persyaratan bunga utang maka akad qardh menjadi batal. Tidak boleh 
uang pinjaman dipergunakan. Dan wajib dikembalikan saat itu juga”. 
                                                             
18tp, Al Isyraf, jilid I (t.t.:t.tp.t.th),,h. 120. 
19Mawahibul jalil, jilid IV, (t.t.:t.tp.t.th), h.242. 
20Al Mawardi, Al Hawi al Kabir, jilid VI (Beirut: Darul kutub al-Imiyah, 1994) h. 443. 
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An Nawawi (ulama mazhab Syafi’I, wafat th. 676H) berkata, “Akad qardh 
dengan persyaratan bunga hukumnya haram … jika persyaratan riba dibuat maka 
akad qardh menjadi batal dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan”.21 
Dalil pendapat ini bahwa riba hukumnya tidak sah, dengan demikian bila 
disyaratkan dalam akad qardh maka akad qardh ikut menjadi tidak sah karena akad 
qardh telah berpadu dengan riba.Dalil ini tidak kuat karena antara riba dan qardh bisa 
dipisahkan. Akad riba tidak sah  dan dilarang, akan tetapi qardh sah dan dibolehkan, 
Allah SWT. Berfirman dalam QS al-Baqarah/1:27. 
                               
      
 
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba)maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.22 
Dalam ayat di atas, Allah mengakui pokok harta (pinjaman) dan 
membatalkan riba (bunga), ini berarti akad qardh tetap sah dan yang batal hanyalah 
persayaratan riba.23 
Pendapat kedua: para ulama mazhab hanafi dan hambali berpendapat 
bahwa persyaratan riba tidak sah dan tidak wajib dipenuhi akan tetapi akad qardh 
sah. Al Buhuty (ulama mazhab hambali, wafat th. 1051H) berkata, “Akad qardh tidak 
batal disebabkan keberadaan persyaratan yang tidak sah”. 
Berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa akad qardh sah dan 
yang batal hanyalah persyaratan riba, maka dalam keadaan yang mendesak seseorang 
                                                             
21Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h. 483. 
22Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahnya, , (Cet I; Jakarta Timur: 
bumi Aksara,2002), h. 47. 
23Abdullah Umrani, Al manfa’atu fill qardh (t.t.:t.tp.t.th), h. 253. 
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dibolehkan menggunakan kartu kredit dengan syarat dia mampu melunasi 
pengembalian kredit pada waktu yang tidak dikenakan bunga atau penalti.24 
3) Akad Ijarah (Jasa) 
Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupundalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum 
asalnya dalam jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-
hadis Nabi dan ketetapan ijma Ulama. Adapun rukun dalam dalam akad ijarah yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
a) Dua orang yang berakad 
b) Shigat (ijab dan Kabul) 
c) Sewa atau imbalan 
d) Manfaat 
 Para fuqaha yang mrnganggap akad ijarah dalam penggunaan kartu kredit 
mengatakan bahwa issuer adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan 
terhadap card holder. Atas dasar ini, card holder dikenakan membership fee.25 
                                                             
24Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.484. 
25Azharsyah Ibrahim,Kartu Kredit  Dalam Hukum Syariah Kajian Terhadap Akad dan 
Persyaratannya, Jurnal Al-Mu’ashirah.vol, no.1(2010): h. 94 (Diakses 24 oktober 2016).  
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BAB IV 
AKAD YANG TERKANDUNG DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT 
MENURUT ULAMA KONTEMPORER 
A. Pendapat Dr. Abdul Sattar Abu Ghudddah  
Sebelum mengemukakan pendapat ulama kontemporer mengenai akad 
dalam penggunaan kartu kredit,  penulis akan memaparkan sebagaian dari biografi 
para ulama fikih kontemporer dunia yang akan diteliti. 
Dr. Abdul sattar abu ghuddah memiliki gelar PhD dalam Hukum Islam dari 
Universitas Al-azhar Kairo, Mesir. Beliau adalah Profesor Fikih, kajian Islam dan 
Bahasa Arab di Riyadh dan merupakan anggota aktif Akademi Fikih Islam yang 
berbasis di Jeddah dan dewan standar Pembukuan dan Audit di Lembaga Keuangan 
Islami. Beliau juga menjabat sebagai menteri awqaf, Kuwait. Dr. Abu Ghuddah telah 
menulis beberapa buku dalam pembiyaan islami. Beliau adalah Penasihat Syariah 
bagi beberapa lembaga keuangan lokal dan internasional.1 Beliau juga sudah 
memegang beberapa jabatan diantaranya: 
1) Pemegang gelar sarjana Syari'ah dari Universitas Damaskus (1964), seorang 
sarjana Hukum dari Universitas Damaskus (1965), seorang master di Syari'ah dari 
Universitas Al-Azhar (1966), seorang Master di Ilmu Al-Hadith dari Universitas Al-
Azhar (1967), dan Doktor dalam Komparatif Yurisprudensi dari Al-Azhar (1975).  
                                                             
1Islasmic banker, http://islamicbanker.com/scholars/dr-abdul-sattar-abu-ghuddah. (Diakses 3 
Mei 2017). 
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2)  Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Syariah Syariah Al-Baraka, sebuah 
grup  
3) Ahli dan mantan reporter Ensiklopedi Yurisprudensi di Kementerian Awqaf 
Kuwait & Urusan Islam, dan seorang profesor tamu di Pusat Ekonomi Islam Saleh 
Kamel diUniversitas Al-Azhar.  
4) Anggota Akademi Fiqih Islam Internasional di Jeddah, Syariah Zakat 
Internasional Dewan, Dewan Standar Akuntansi dan Dewan Akuntansi Syariah. 
5) Wakil Presiden Dewan Syariah Pasar Keuangan Dubai (DFM), anggota 
eksekutif PT Dewan Syari'ah dari Bank Sentral Suriah, anggota Komite Syari'ah 
Bank Sentral Bahrain, Wakil Presiden Dewan Syariah Islamic Bank Abu 
Dhabi,Anggota Dewan Syari'ah dari Sharjah Islamic Bank, Ketua Dewan Syari'ah 
Abu Dhabi National Takaful Co., anggota Dewan Syariah Takaful Re Limited di 
(DIFC), Kepala Dewan Syariah Al Hilal, selain menjadi Kepala atau anggota banyak 
lainnya. 
6) Syekh Dr. Abu Ghuddah adalah seorang penulis dan pemeriksa beberapa 
buku, selain menjadi pelatih dan instruktur untuk melatih portofolio beberapa kursus 
yang mengkhususkan diri pada perbankan syariah. 
Berbicara tentang kartu kredit beliau berpendapat bahwa sistem kartu 
mengandung: taukil dan kafalah serta qardh hasan dalam bank Islam. Beliau 
mengungkapkan : “(Hukum) asal dalam penggunaan dalam kartu kredit adalah tauqil 
dan kafalah serta kadangkala qardh hasan di bank yang tidak mensyaratkan 
pengurangan langsung dari rekening nasabah (debit card). Hanya saja pihak issuer 
cards membayarkannya langsung dan kemudian ia meminta card holder untuk 
melunasinya…”. 
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Dalam jawabannya dalam akad fiqih yang tepat dalam kartu ini, setelah 
terlebih dahulu menguraikan proses kerja kartu tersebut, ia mengatakan: “...kartu ini 
dipakai untuk transaksi sesuai dengan kebutuhan dan pada dasarnya berdasarkan 
kepada prinsip hawalah dengan bagian dari wakalah. Dalam kartu tersebut terdapat 
jaminan (dhaman) pihak issuer cards kepada card holder. Kartu ini juga bisa menjadi 
kartu kredit tetapi dalam bank Islam hal tersebut menjadi qardh hasan...”.2 
Bisa diterima pendapat Dr. Abdul Sattar Abu Ghaidah yang mengaitkan 
akad tersebut dengan wakalah dan dhaman  dariissuer card, hal yang sama telah 
disiinggung sebelumnya dalam pembahasan hubungan antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam kartu kredit. 
Adapun akad hawalah tidaklah menjadi masalah sesuai dengan kaidah 
fiqih dalam mazhab Hanafiah, “Kafalah dengan syarat bara’ah al-asal merupakan 
hawalah ungkapan maknanya, seperti hawalah dengan syarat tidak bara’ah dari 
(supplier) merupakan kafalah.”. Kedua akad tersebut merupakan hal yang telah kita 
sepakati sebelumnya, keduanya tapi tidak menggambarkan semua akad yang 
terkandung dalam sistem kartu ini.  
Kedua, Dr. Abdul Sattar mengakui sistem kartu ini mengandung akad 
qardh hasan dalam bank Islam. Pendapat ini benar selama dalam kartu tersebut tidak 
ditambah dengan biaya terhadap kredit. Namun, akad kredit adalah salah satu akad 
dasar dalam sistem kartu kredit itu, merupakan kredit berbunga di bank konvensional. 
Apabila beliau menerima bahwa semua akad tersebut terangkum dalam 
sistem kartu itu dari berbagai aspek dan hubungannya, maka pandangan tersebut 
                                                             
2Majalah, Majma’ al-fiqh al-islami Bimunazzamah al-Muktamar al-islami, Pertemuan Ke-
7,No.7 (Jeddah: majallah al-Majma,1412/1992) h. 657-674. 
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sesuai dengan penulis sebagaimana telah dibahas sebelumnya.Pendapat yang 
mengatakan dalam sistem kartu itu hanya mengandung akad wakalah merupakan 
suatu pengalihan pandangan dari adanya tambahan bunga yang menjadi konsep dasar 
dan diharamkan. 
Ketiga, akad wakalah yang digambarkan oleh beliau adalah: “Bank 
membayarkan utang card holder kepada merchant, pembayaran tersebut diambil dari 
dananya untuk meringkas prosedur.” Menurut pendapat penulis hal tersebut sangat 
jauh dari kenyataan, begitu juga statemen tersebut bertentangan dengan 
pengakuannya terdahulu kartu tersebut adalah (qaradh)kredit namun dalam bank 
Islam berada dalam kerangka qardh hasan.” 
Tidak mungkin mengatakan bahwa bank membayarkan utang tersebut 
dengan dananya untuk meringkas prosedur. Hal mendasar adalah pengakuannya 
terhadap keberadaan kredit (qardh), bank melunasi utang card holder dengan 
carawakalahyang telah diakui oleh card holder sesuai dengan isi perjanjian antara 
mereka berdua.3  
B. Pemikiran Dr. Wahbah al-Zuhaili 
Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam 
yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan 
Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah 
merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis 
sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya 
                                                             
3Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit dalam 
Perspektif Fiqh, h.178-180. 
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telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau merupakan pengerusi Islam di 
Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University). 
Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, 
Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah 
di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. 
Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang 
berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada 
tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga 
menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa 
belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari Undang-Undang di 
Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda 
(B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) 
dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau 
menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis 
beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian 
Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa". 
Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik 
(Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 
1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam 
Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di 
seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fikih Islam di Jeddah, Arab 
Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga 
merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, 
beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada 
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syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antar abangsa. 
Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul 
dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah 
di Masjid Usman di Damsyik.4 
Menurut beliau aqad yang terkandung dalam kartu perbankan  adalah aqad 
hawalah  atau aqad wakalah dengan memakai biaya. Beliau mengungkapkan “Akad 
kartu perbankan ada kalanya dari sisi akad hawalah. Saat ini hawalah perbankan 
memakai biaya sehingga kita dapat mengatakan bahwa dari sisi ini akadnya adalah 
akad wakalah dengan biaya, untuk membayar nilai pembelian atau akad wakalah 
untuk qabd (menahan/jaminan) atau wakalah untuk membayar, semua hal tersebut 
diterima oleh para ulama…”.5 
Pendapat di atas dikemukakan oleh beliau sewaktu mengomentari para 
pemakalah sebelumnya dan menolak akad tersebut sebagai akad kafalah atau 
dhaman sebagaimana pendapat Dr. Abdul Sattar.6 
Pada kesempatan yang sama beliau juga menolak pendapatyang 
mengaitkan dengan ji’alah atau shulh al-hathitah yang dikemukakan oleh 
Prof.Dr.Nazih Himmad. Beliau juga menolak pendapat qardh hasan sebagai akad 
yang terkait dalam sistem kartu perbankan ini. Beliau mengungkapkan: “Setelah 
menolak semua hal di atas-sebelum Dr. Abdul sattar berbicarasaya berpandangan 
                                                             
4http://wikipedia.org/wiki/Wahba_zuhayli (Diakses 3 Mei 2017). 
5Majalah, Majma’ al-fiqh al-islami Bimunazzamah al-Muktamar al-islami, h. 657-674. 
6Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit dalam 
Perspektif Fiqh, h.180. 
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bahwa bila kita ingin menerima keberadaan kartu perbankan itu maka saya setuju 
melihatnya dari sisi hawalah atau kita lihat dari sisi wakalah dengan biaya…”.7 
Pendapat ini bisa diterima dalam menganalisis hal-hal yang berkaitan 
dengan sistem kartu perbankan ini. Pendapat itu hanya menggambarkan satu sisi dari 
sekian banyak akad yang terkandung didalamnya.8 
C. Pemikiran Prof. Dr. Nazih Himmad 
Dr. Nazih Hammad adalah lulusan Fakultas Syariah di Universitas 
Damaskus, Suriah dan memegang gelar PhD dalam bidang Yurisprudensi Islam dari 
Universitas Kairo, Mesir. Ia pernah mengajar di Fakultas Syariah di Universitas Um 
Alqura, Makkah selama 17 tahun. Selain memberi saran kepada Citi dan lembaga 
keuangan dan danaIslam lainnya, dia adalah anggota Akademi Fiqih, Lembaga 
Akuntansi dan Akuntansi Islam dan Dewan Islam Fiqh Amerika Utara. Dr. Nazih 
Hammad adalah penulis beberapa makalah penelitian dan buku tentang yurisprudensi 
Islam perbankan dan keuangan.9 
Dalam sau kesempatan beliau memaparkan tentang kartu kredit dan  
mengatakan: “Oleh karena itu saya berpandangan tidaklah masalah sistem kartu 
perbankan tersebut tercermin dalam akad wakalah dan wakalah dengan biaya. Dalam 
akad wakalah issuer cards tidak mengambil biaya atas kafalah (garansi)dari borrower 
(makful) dan pihak issuer cards hanya mengambil biaya dari merchant.10 
                                                             
7 Majalah, Majma’ al-fiqh al-islami Bimunazzamah al-Muktamar al-islami, h. 657-674. 
8Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit dalam 
Perspektif Fiqh, H.181. 
9Mohammed Eid Elgari, Sharia Board Profile, https://islamicbanker.com/scholars/dr-nazih-
himmad (Diakses 19 juni 2017). 
10 Majalah, Majma’ al-fiqh al-islami Bimunazzamah al-Muktamar al-islami, h. 664. 
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Upaya melihat sistem kartu perbankan ini dengan hanya melihat satu akad 
fiqh saja sangat tidak tepat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pendapat 
yang mengatakan kesesuaiannya dengan kafalah atau dhaman adalah pendapat yang 
benar, yaitu berhubungan dengan jaminan hak merchant dari card holder. Satu akad 
baik dhaman atau kafalah menyatukan  ketiga pihak tadi (card holder, issuer card 
dan merchant). Namun pendapat tersebut tidak bisa diterima ketika melihatnya 
sebagai akad satu-satunya padahal terdapat berbagai akad dalam sistem kartu 
perbankan, karena satu akad itu tidak dapat mengungkapkan hubungan antara card 
holder dengan issuer cards di satu sisi dan antara issuer cards dengan merchant serta 
antara card holder dengan merchant di sisi lain.11 
D. Pemikiran Prof. Dr. Mustafa al-Zarqa 
Mustafa Ahmad al-Zarqa lahir di Aleppo, Suriah, pada tahun 1904 menjadi 
sebuah keluarga dengan sejarah belajar dan beasiswa Islam yang panjang. Ayahnya, 
Syeikh Ahmad al-Zarqa, adalah seorang ilmuwan Islam yang berbeda, sementara 
kakeknya, Sheikh Muhammad al-Zarqa, diakui sebagai salah satu ulama fiqh teratas 
abad ke-19. Makanya, tidak mengherankan bila Mustafa muda harus menunjukkan di 
tahun-tahun awalnya tanda-tanda janji besar di bidang beasiswa yang sama. Mustafa 
Az-Zarqa digabungkan dengan jenis pendidikan khusus yang masih moden 
pendidikannya. Ini melihat beliau lulus dengan dua gelar dari Universiti Damsyik 
dalam satu hukum dan lainnya dalam sastera. Beliau kemudian memperoleh ijazah 
                                                             
11Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit dalam 
Perspektif Fiqh, h.182. 
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dalam bidang fikih dari Raja Fuad I Universiti Kaherah, Mesir. Dia kemudian 
menduduki peringkat di antara sepuluh ilmuwan Islam teratas abad ke-20.12 
Beliau mengungkapkan yakni penggunan kartu kredit pada dasarnya 
pendapat tersebut merupakan analisis terhadap pendapat yang telah dikemukakan 
sebelumnya. Prof. Dr. Mustafa al-Zarqa mengemukakan akad kafalah ada dalam 
sistem kartu perbankan. “Namun saya yakin wakalah juga terdapat dalam akad kartu 
kredit”. 
Menurut beliau kenyataannya kartu kredit mengandung akad wakalah dan 
kafalah. Card holder membuka rekening dan menerima kartu dari issuer cards. 
Aktifitas penerbitan kartu dari bank tersebut mengandung tauqil (pemberian 
wewenang) dari bank issuer card untuk membayarkan  kewajiban keuangan yang 
diakibatkan oleh pemakaian kartu tersebut, dan pihak issuer cards ini juga akan 
memperhitungkan pembayarannya itu dengan memotong dari rekening card holder 
sesuai dengan izin taukil dirinya, maka di sinilah letak kafalah dan dhaman.13 
Beliau hanya melihat dua akad saja dalam hal kartu perbankan ini, yaitu 
kafalah dan waqalah dengan gambaran yang tidak jauh dari gambaran penulis. Beliau 
tidak menyinggung akad qardh (kredit) dalam kesempatan itu, karena sebenarnya 
pendapat yang dikemukakan tersebut hanyalah usahanya untuk menyatuan berbagai 
pendapat yang ada dan tidak bermaksud untuk membahas serta menganilisis semua 
akad yang ada dalam sistem kartu perbankan tersebut.14 
                                                             
12Muhammad abdulloh Suradi, Ulama Fiqh (Mujtahid syariah), 
www://tamanulama..co.id/2009/06syeikh-mustafa-az-zarqa-ulama-fiqh16htmlm?m=1 (Diakses 5 Juni 
2017). 
13Majalah, Majma’ al-fiqh al-islami Bimunazzamah al-Muktamar al-islami, h. 672. 
14Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,Banking Cards Syariah:Kartu Kredit dan Debit dalam 
Perspektif Fiqh, h.183. 
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E. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Akad 
dalam Penggunaan Kartu Kredit 
a. Persamaan Pendapat Ulama Kontemporer terhadap Penggunaan Kartu Kredit 
1. Prof. Dr. Nazih Himmad memiliki Persamaan dengan Dr. Abdul Sattar Abu 
Ghaidah dan dr. Wahbah al-Zuhaili megenai akad karena menurut Prof. Nazih 
tidak hanya satu akad dalam kartu kredit, tetapi terdapat akad wakalah dengan 
biaya dan juga akad taukil dan kafalah. 
2. Prof. Mustafa al-Zarqa memiliki pandangan yang sama dengan Dr. Abdul 
Sattar yang berpendapat tentang akad kafalah, juga sependapat dengan Dr. 
Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa akad yang terkandung dalam kartu 
kredit adalah akad kafalah. 
3. Dr. Abdul Sattar Abu Ghaidah dan Prof. Dr. Mustafa al-Zarqa berpendapat 
bahwa issue cards membayarkan langsung dan card holder yang melunasinya. 
 
b. Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer Terhadap Penggunaan Kartu Kredit 
1. Dr.Abdul sattar Abu Ghaidah dan Dr.Wahbah al-Zuhaili berbeda pendapat 
mengenai hukum asal akad. Dr. Sattar berpendapat bahwa kartu kredit 
menggunakan akad taukil, kafalah dan qardh hasan di bank yang tidak 
mengatur pengurangan langsung dalam rekening nasabah, sedangkan 
Dr.wahbah mengatakan bahwa akad dalam kartu kredit adalah hawalah atau 
wakalah dengan memakai biaya. 
2. Dr. Abdul Sattar Abu Ghaidah berpendapat bahwa issue cards bertindak 
membayarkan langsung, sedangkan nazih berpendapat issue cards bertindak 
sebagai penanggung dan mengambil biaya dari merchant. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah semua tahap penelitian dilakukan mulai dari pembuatan proposal, 
kemudian pengkajian teori sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan 
analisis data. Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang 
analisis akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama 
kontemporer, yakni : 
Kartu kredit merupakan sebuah fasilitas transaksi yang diterbitkan oleh 
pihak bank atau lainnya agar konsumen dapat memperoleh nominal uang, transfer, 
ataupun digunakan untuk berbelanja dengan pelayanan tertentu, sehingga pemiliknya 
merasa lebih praktis dan aman karena nominal uang telah dibekukan dalam bentuk 
yang lebih simpel namun, pembayarannya secara utang dengan membayar sejumlah 
bunga (finance carge) pada waktu yang telah ditentukan, yang pada intinya 
mengharuskan pemegang kartu membayar diatas harga barang belanjaannya saat itu, 
serta membayar denda-denda financial jika si pemegang kartu kredit terlambat dalam 
membayar tagihannya atau tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh 
pihak bank/perusahaan (issuer). 
Akad yang terkandung dalam kartu kredit menurut fikih Islam yaitu: 
a).Akad qardh, b).Akad kafalah (jaminan) dan c). Akad Ijarah (jasa).  
Yang pertama yaitu akad qardh. Dalam hal ini bank atau perusahaan (issuer) 
adalah pemberi pinjaman  kepada pemegang kartu (card holder) melalui penarikan 
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tunai dari bank atau ATM. Yang terdiri dari tiga jenis, yaitu iuran keanggotaan, 
bunga pembayaran angsuran dan denda keterlambatan (penalty) 
Kedua yaitu aqad kafalah (Jaminan). Penetapan jasa kafalah dibolehkan 
jika pihak terutang sendiri yang memberikan kepada pihak penjamin sebagai hadiah 
atau hibah atas ungkapan terima kasih, sebaliknya jika pihak penjamin meminta 
imbalan jasa kepada pihak terutang (pengguna jasa) semacam uang iuran administrasi 
kartu kredit maka tidak boleh terlalu mahal apalagi memberatkan pihak terutang atau 
lebih besar dari batas rasional, agar tujuan asal dari kafalah tetap terjaga, yaitu jasa 
pertolongan berupa jaminan utang, kepada merchant maupun penjual barang atau jasa 
yang menerima pembayaran dengan kartu kredit sehingga terjalin kerjasama dan 
kebajikan yang bernilai agama. 
Akad Ijarah (Jasa). Dalam hal ini pihak pemegang kartu (card holder) 
dikenakan biaya kepada pihak penyedia jasa (pihak bank/issuer) yaitu jasa sistem 
pembayaran atau pelayanan pada pemegang kartu. Hukum asalnya mubah atau boleh 
saja dilakukan akan tetapi sesuai dengan ketentuan syara’ berdasarkan al-Qur’an, 
Hadis nabi dan ketetapan ijma Ulama. 
Akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit menurut ulama 
kontemporer adalah Menurut Dr. Abdul sattar Abu Ghaidah kartu kredit mengandung 
Akad Taukil, Akad Kafalah, Akad Qardh Hasan dan Akad Hawalah dengan bagian 
dari Akad Wakalah namun terdapat jaminan (Dhaman), adapun menurut Dr. Wahbah 
al-Zuhaili kartu kredit mengandung Akad Hawalah atau wakalah, sementara menurut 
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Prof. Dr. Nazih Himmad kartu kredit mengandung Akad wakalah dan menurut Prof. 
Dr. Mustafa al-Zarqa, kartu kredit mengandung  Akad Kafalah dan Akad Wakalah. 
B. Implikasi Penelitian 
Penelitian ini telah menunjukkan betapa pentingnya mengetahui akad yang 
terkandung dalam penggunaan kartu kredit, sehingga dapat memberikan maslahat dan 
menghindarkan dari kemafsahadatan, dan dengan diketahuinya akad tersebut maka 
akan lebih mudah menetapkan suatu hukum dalam kondisi tertentu. 
 Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, diantaranya: 1.) 
Implikasi terhadap proses penemuan hukum yang bersifat kontemporer, 2.) Implikasi 
terhadap cara pandang ulama kontemporer pada kasus-kasus baru yang belum ada di 
zaman Rasulullah saw.; 3.) Implikasi terhadap dunia perbankan. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam upaya 
penemuan suatu hukum, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan proses penggunaan kartu kredit dalam kehidupan sehari-hari 
umat muslim haruslah benar-benar mengetahui akad apa saja yang terkandung 
setiap langkah yang dijalankan selama menggunakan kartu kredit, sehingga 
hukum yang terkandung dalam proses administrasinya jelas. 
2. Dalam upaya menemukan suatu hukum dalam penggunaan kartu kredit menurut 
ulama kontemporer, haruslah dengan teliti memperhatikan dan 
mempertimbangkan dengan baik antara maslahat dan mafsadat yang terkandung 
didalamnya, serta berpedoman pada al-Quran dan Hadis. 
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